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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Ketidak terbukaan dan ketidak efisien serta inovasi pemerintah 

desa dalam pengelolaan keuangan desa sukamakmur utara terdapat pada 

ketidak tahuan masyarakat terkait dengan rencana keuangan desa 

kedepannya sehinggaya yang terjadi adalah pengetahuan  hanya 

pemerintah desa saja dan sebagian kecil masyarakat, sedangkan tujuan 

pemerintah pusat adalah bagaimana peran masyarakat desa dalam 

membangun negeri ini yakni dari desa sehingganya inovasi dari 

pemerintah desa harus lebih ditingtkatkan lagi dan sistem yang digunakan 

harus bisa diketahui oleh semua warga desa sukamakmur utara. 

 Penegelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai 

dengan pertanggungjawaban hingga penggunaan sistem lemahnya 

terdapat pada Sumber daya manusianya sehingganya memerlukan 

pelatihan khusus untuk membelajarkan agar masyarakat dapat 

berpartisipasi aktif dalam pengelolaan keuangan desa, dan pemerintah 

desa juga harus mempunyai strategi untuk mengatasi hal ini sebagaimana 

yang telah dikemukakan lewat teori-teori yang ada.  

 Kelemahan sistem yang ada yakni pelaporan kepada masyarakat 

masi menggunakan laporan tertulis melalui papan informasi desa dan hal 
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ini sangat tidak menggambarkan adanya sistem sebagaimana yang telah 

diungkapkan melalui teori sistem informasi dan fungsi sistem informasi. 

5.2 Keterbatasan 

 Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang 

telah diuraikan diatas, keterbatasan dari penelitian ini adalah kurangnya 

informan dalam hal ini masyarakat desa karena tidak semua masyarakat 

desa dapat diwawancarai. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti 

uraikan maka peneliti dapat mengajukan saran yang terkait dengan 

penelitian ini. 

1. Bagi pemerintah Desa 

a. Perbaikan secara terus menerus fokus dan program 

pengelolaan keuangan desa selalu mengikuti peraturan yang 

ada. 

b. Pelatihan pada aparat desa terkait dengan pengelolaan 

keuangan desa harus di adakan dan dievaluasi. 

c. Penggunaan sistem seharusnya diketahui oleh semua Pihak 

yang berkepentingan ata yang berwewenang. 

d. Fokus sumber daya manusia lebih utama agar tingkat partisipasi 

masyarakat terlihat jelas. 

e. Inovasi dari pemerintah desa harus ditingkatkan. 
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2. Bagi peneliti sekanjutnya 

a. Sebaiknya lebih mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada 

para informan mengenai waktu yang digunakan dalam 

wawancara. 

b. Untuk menambah informan terutama masyarakat desa dalam 

pengumpulan data melalui teknik wawancara untuk dapat 

menilai petanggungjawaban pemerintah desa. 
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